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ABSTRACT
The structuring and management policies Denpasar Badung Market is a
research that aims to rearrange Denpasar Badung Traditional Market in Denpasar
Mayor of realizing policy guidance traditional market and modern store, this
research successfully analyzed the constraints structuring and management of
Badung Market, among others, lack of instructions from the center, so that the
government under the central government haven’t been able to apply the rules of
Denpasar Mayor, Other contributing factors are less assertive market local company
in curbing traders, the next of delay lies in the decline in the arrangement of Badung
Market funds, of delay budgets derived from the central cause of regional
government has not dared to do the arrangement, especially the lack of human
resources in implementing policies, constraints cooperation should be mutually
coordinated between the PD. Market and Mayor of Denpasar must await the decision
of the central in organizing the Badung Market.
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1. Pendahuluan
Pasar tradisional merupakan pasar yang menjadi penyumbang pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, Bali mempunyai pasar tradisional yang berada dibawah PD
Pasar di masing-masing daerah Kabupaten, pemerintah Kota Denpasar mengelola
sekitar 16 pasar tradisional. Penataan pasar di Provinsi Bali sangat memerlukan
waktu yang lama serta bertahap, terlebih lagi Pasar Tradisional Badung merupakan
pasar tradisional yang keberadaanya sudah lama dan merupakan salah satu pasar
terbesar di Kota Denpasar. Pasar Badung masih terlihat sangat kumuh, semrawut,
adanya sampah yang tertumpuk, penataan pedagang yang kurang dan adanya
pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan di sekitar tangga menuju kantor PD
Pasar. Pasar Badung belum mampu bersaing dengan pasar modern, maka diperlukan
penataan ulang dalam mewujudkan pasar tradisional yang berbasis modern sesuai
dengan kebijakan dari Walikota Denpasar Nomor 9 tahun 2009 tentang penataan dan
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dengan adanya
kebijakan tersebut bisa dijadikan acuan untuk menjadikan Pasar Badung sebagai
pasar tradisional modern. Bila dibandingkan dengan Pasar Serpong, Pasar Badung
masih sangat kurang, penataan Pasar Serpong untuk menjadikan pasar tradisional
modern sudah  terbilang berhasil dikarenakan adanya formasi penataan kios, los serta
pedagang yang sesuai dengan kelompok-kelompok pedagang.
Penataan Pasar Badung sudah pernah dilakukan terbukti bahwa ditemukan
formasi pasar yang mengarah ke modern yaitu terdapat los khusus para pedagang
seperti pada lantai I formasinya adalah pedagang canang, buah, sayur, daging dan
ikan, pada lantai II formasinya adalah pedagang alat alat rumah tangga, bumbu-
bumbu, rempah-rempah dan palen-palen, pada lantai III formasinya adalah pedagang
pakian, kain serta bermacam-macam aksesoris, sarana upacara adat Bali, makanan
dan minuman dan lantai IV perkantoran PD Pasar Kota Denpasar, dengan adanya
formasi tersebut seharusnya PD Pasar mampu menata dan mengelola Pasar Badung
menjadi pasar tradisional modern, tidak dipungkiri banyak kendala yang dihadapi
oleh PD Pasar Kota Denpasar baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pedagang Pasar Badung. Dari hasil wawancara penelitian menyimpulkan bahwa
untuk merealisasikan Pasar Badung menjadi pasar tradisional yang berbasis modern
harus adanya koordinasi dari daerah pusat terkait anggaran yang diperlukan,
perencanaan jangka waktu dalam penataan pasar serta kerjasama dari PD Pasar
dengan pedagang Pasar Badung. Penerapan peraturan Walikota Denpasar memiliki
beberapa kendala yakni kebijakan yang sudah ada namun belum dapat direalisasikan,
penempatan pedagang Pasar Badung sudah dilakukan sebelum terbentuknya
peraturan Walikota Denpasar, seharusnya setelah dikeluarkan kebijakan Walikota
Denpasar tahun 2009 penataan dan pengelolaan Pasar Badung segera direalisasikan
kenyataan dilapangan bahwa peraturan hanya teori yang belum dapat diterapkan
sampai saat ini. Keterhambatan penerapan tersebut dikarenakan keputusan penerapan
kebijakan yang lama, seperti diketahui pasar tradisional adalah pasar yang dikelola
dengan sistem kelembagaan yang desentralisasi yaitu penataan dan pengelolaan pasar
harus  menunggu keputusan dari pusat.
Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penataan pasar
tradisional di Kota Denpasar khususnya Pasar Badung masih memerlukan proses
yang bertahap untuk menjadikan pasar tradisionl Badung yang berbasis modern
sesuai dengan peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 tahun 2009 tentang penataan
dan pembinaan pasar tradisional, dengan demikian tujuan penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana kebijakan penataan dan pengelolaan pasar tradisional Badung
agar menjadi pasar tradisional yang berbasis modern.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan,
fokus penelitin ini adalah mengarah pada penataan dan pengelolaan Pasar Badung
serta hambatan dalam pengelolaan dan penataan Pasar Badung, sumber data yang
digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara secara
mendalam dengan narasumber yang mampu memberikan informasi terkait penataan
dan pengelolaan pasar, dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh
dari studi pustaka, atau data-data pendukung. Teknik sampling yang digunakan
adalah purposive sampling dan teknik snowball sampling, penggunaan teknik
snowball sampling pada penelitian ini dikarenakan narasumber yang digunakan mula-
mulanya berjumlah sedikit dan membesar sehingga menjadi banyak. Pengumpulan
data dilakukan secara observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke
lapangan meneliti situasi, kondisi lingkungan pasar, dan melakukan wawancara
mendalam sesuai dengan permasalah penelitian, serta pengumpulan data juga
menggunakan dokumentasi yaitu menggunakan beberapa buku penunjang. Menurut
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010) penyajian keempat tahapan analisis data
dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
( Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2010).
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Display Data
Kesimpulan
3. Gambaran Umum Pasar Badung
Pada mulanya Pasar Badung adalah pasar yang dikelola oleh daerah
Kabupaten Badung, dan merupakan pasar yang paling terbesar di Kabupaten Badung
dengan banyaknya penduduk terjadilah pemisahan Kabupaten Badung dengan Kota
Denpasar, Pasar Badung sampai saat ini dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar. yang
terletak di Jalan Sulawesi Nomor 1, Kota Denpasar. PD Pasar Kota Denpasar
mengelola 16 pasar tradisional, tujuan serta maksud pendirian PD Pasar yaitu
berperan dalam membantu perekonomian pedagang pasar tradisional. Pada saat ini
pasar tradisional di daerah Denpasar masih semrawut, penataan yang kurang
menyebabkan pasar tradisional terlihat sangat kumuh, mengingat banyaknya
masyarakat lebih meminati pasar modern dikarenakan kenyaman fasilitas yang
ditawarkan, tempat perbelanjaan yang nyaman, kualitas barang yang ditawarkan
terjamin, barang yang disajikan beraneka ragam, dan pengemasan barang yang
menarik, berbeda dengan pasar tradisional yaitu lokasi pasar masih kumuh, penataan
pedagang yang kurang, kualitas barang tidak terjamin serta pengemasan barang yang
kurang menarik.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan ditemukannya kondisi pasar
tradisional tersebut perlunya penataan yang cepat agar dapat tumbuh dan berkembang
dan mampu bersaing dengan pasar modern mengingat semakin banyaknya
perkembangan pasar modern. Dengan adanya perkembangan pasar modern yang
sangat pesat diperlukan pengawasan dari pihak Dinas Perijinan dalam memberikan
ijin pembangunan pasar modern dan memperhatikan keadaan pasar tradisional agar
terjadinya keseimbang diantara kedua pasar tersebut. jarak yang ditetapkan dalam
pembangunan pasar modern harus disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan
peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 tahun 2009 yaitu jarak pendirian bangunan
pasar modern berjarak sekitar 250 meter dengan pasar tradisional, tujuan dibuat
ketentuan jarak terebut adalah jika pembangunan pasar modern yang terlalu dekat
dengan pasar tradisional dimungkinkan pasar modern dapat mematikan pasar
tradisional, sehingga diperlukan pengawasan dalam pembangunan pasar modern.
4. Penataan Pasar Badung yang Berbasis Modern
Penataan Pasar Badung sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dari
hasil observasi penelitian ditemukan kelompok-kelompok los yang sudah diatur dan
penempatan pedagang yang sesuai dengan jenis dagangan yang dijual, namun
kenyataannya adalah pedagang Pasar Badung tidak menempati los dan kios sesuai
dengan formasi yang ditentukan PD Pasar. Formasi pada lantai I terdapat pedagang
daging, namun tidak ditemukan pedagang canang dan buah pedagang canang dan
buah yang seharusnya berada di lantai I banyak ditemukan di pelataran Pasar Badung,
penataan Pasar Badung yang berbasis modern harus sesuai dengan peraturan
Walikota Denpasar, dalam menerapkan peraturan Walikota tersebut memiliki
hambatan yaitu kurangnya koordinasi dari pusat dalam merekondisikan Pasar
Tradisional Badung sehingga los yang sudah diatur dan diformasikan dapat di
tempatkan sesuai dengan ketentuan ada.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan adanya hambatan dalam
mengimplemnetasikan kebijakan Walikota Denpasar Nomor 9 tahun 2009, menurut
D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (2011:59) dalam pasolong mengungkapkan bahwa
dalam mewujudkan suatu implementasi kebijakan terdapat tiga faktor pendukung
dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan itu sendiri, adapun indikator yang
mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan tersebut adalah terletak pada penerapan
kebijakan yang dijalankan, kerjasama yang dilakukan diantara pihak-pihak yang
bersangkutan serta sumber daya manusia dalam menjalan suatu kebijakan. Dalam
penelitian ini terdapat dua indikator yang mengahambat keberhasilan
mengimplementasikan kebijakan Walikota Denpasar Nomor 9 tahun 2009, yaitu
terletak pada kebijakan yang belum bisa dijalankan, dan kerjasama yang dilakukan
baik dari pihak PD Pasar dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta harus
adanya kerjasama diantara pedagang Pasar Badung dengan PD Pasar dalam penataan
kembali los dan kios yang disewa oleh pedagang, dengan adanya hambatan tersebut
maka keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan
perbaikan dalam mejalankan kebijakan tersebut dan kerjasama yang dimiliki diantara
pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa adanya koordinasi serta kerjasama yang tepat
maka kebijakan tidak dapat dijalankan sesuai dengan rencana.
a. Hambatan Dalam Penerapan Kebijakan Walikota Denpasar
Penerapan kebijakan Walikota Denpasar masih memiliki hambatan-hambatan
baik dalam mengimplentasikan kebijakan ataupun kerjasamanya. Dari hasil penelitian
yang dilakukan di PD Pasar penerapan peraturan Walikota Denpasar untuk
menjadikan Pasar Badung menjadi pasar tradisional modern masih menunggu
koordinasi dari pusat. Indikator permasalahan selanjutnya terletak pada kerjasama
diantara PD Pasar dengan Walikota untuk menjadikan Pasar Badung yang berbasis
modern, terhambatnya kerjasama tersebut dikarenakan penurunan anggaran yang
terlambat, penataan yang dilakukan harus menunggu keputusan dari pusat mengingat
pengelolaan Pasar Badung dengan sistem kelembagaan yang desentralisasi yaitu
menunggu koordinasi dari atas ke bawah,  maka dengan demikian penataan belum
bisa dilakukan, selain terhambatnya kerjasama diantara PD Pasar dengan Walikota,
indikator selanjutnya terletak pada kerjasama diantara PD Pasar dengan Pedagang
terkait relokasi los dan kios yang akan ditata kembali sesuai dengan formasi Pasar
Badung.
Adapun kendala yang dihadapi adalah pedagang Pasar Badung yaitu enggan
direlokasi dikarenakan pedagang merasa sudah membayar sewa tempat berjualan
dengan harga yang mahal, dari observasi yang dilakukan dilapangan ditemukan
dalam pemungutan biaya iuran terdapat kelebihan dana iuran yang dilakukan oknum
Unit Pasar dalam memungut iuran  oknum unit pasar meminta pedagang membayar
iuran perhari sesuai dengan ketentuan iuran di PD Pasar, wawancara yang dilakukan
di pihak PD Pasar pemungutan biaya dikenakan wajib bagi setiap pedagang misalkan
pedagang pelataran diantaranya adalah pemungutan wajib yaitu iuran tempat
berjualan sebesar Rp. 3.000, iuran pemungutan listrik Rp. 5.000 dan iuran
pemanfaatan WC Rp. 1.000 dengan adanya rincian diatas untuk meminimalisir
terjadinya kelebihan pemungutan iuran, PD Pasar harus memberikan transparansi
dana kepada pedagang agar pedagang Pasar Badung dapat mengatahui rincian dana
iuran yang diminta, dengan adanya trasparansi dana yang dilakukan dilapangan
sehingga memungkinkan pedagang akan mau direlokasi dengan demikian peraturan
Walikota Denpasar dapat dijalankan.
b. Manajemen Pengelolaan Pasar
Indikator permasalahan selanjutnya terletak pada manajemen pengelolaan
pasar, Luther M. Gullick dalam pasolong (2011:85) menyatakan bahwa fungsi
manajemen menurut Luther M. Gullick adalah planning, organizing, staffing,
directing, coordinating, reporting, dan budgettting. Adapun dari ke-8 fungsi
manajemen yang ada dua indikator bermasalah dalam penelitian ini diantaranya
adalah Planning dan Budgetting, dapat dijelaskan bahwa planning merupakan
rencana awal yang disusun oleh pihak-pihak terkait dalam menerapkan tujuan dari
rencana tersebut. Perencanaan awal dalam pembentukan pasar tradisional yang
berbasis modern sudah direncanakan pada tahun 2009 seiring dikeluarkannya
peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 tahun 2009, perencanaan penataan Pasar
Badung dianggap terhambat dikarenakan rencana yang dibuat dari tahun 2009 belum
direalisasikan sampai saat ini. Hambatan- hambatan yang dihadapi untuk menjadikan
Pasar Badung sangat signifikan baik hambatan dari pemerintah, oknum PD Pasar
sampai pedagang Pasar Badung.
Indikator selanjutnya terletak pada budgeting yaitu  anggaran yang digunakan
dalam menata kembali Pasar Badung, tanpa adanya anggaran maka penataan pasar
tidak dapat dijalankan sesuai dengan rencana yang ada. Seperti diketahui anggaran
yang dijatahkan untuk Pasar Badung harus menunggu keputusan dari pusat, padahal
bila ditinjau kembali penghasilan Pasar Badung pada tahun 2011 melebihi target yang
direncanakan yaitu sebesar Rp. 15.135.334.486, kelebihan tersebut diperkirakan
sebesar Rp 800 juta, dari hasil data dilapangan maka sangat memungkinkan bahwa
Pasar Badung mampu menata sendiri Pasar Badung agar sesuai dengan rencana yang
ditetapkan, namun kenyataannya kelebihan dana tersebut dibawa ke pusat untuk
dikelola dan ditata kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterhambatan
kebijakan pengelolaan dan penataan Pasar Badung terletak pada angaran dalam
menjalankan kebijakannya, dan kerjasama atau koordinasi lapangan, kebijakan dalam
penataan pasar tradisional mempunyai hambatan-hambatan dalam penerapannya baik
dari pihak pengawas pasar ataupun dari pihak pedagang pasar tradisional. Kendala
yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan peraturan Walikota Denpasar Nomor 9
tahun 2009 terletak pada terhambatnya penerapan kebijakan, dan koordinasi yang
dilakukan masih kurang efektif dikarenakan sistem kelembagaan yang desentralisasi
yaitu pasar dikelola oleh pemerintahan daerah dan penataannya harus menunggu
koordinasi dari pemerintah pusat.
Namun dari pihak PD Pasar mempunyai solusi dalam penataan Pasar Badung
yaitu melakukan penataan dengan dana swadaya yaitu kerjasama yang dilakukan oleh
PD pasar dengan pedagang Pasar Badung dapat dijelaskan bahwa (1) Pedagang Pasar
Badung akan dikenakan dana yang mahal jika pembangunan tempat kios atau los
dilakukan oleh pihak PD Pasar dan (2) Pedagang Pasar Badung akan dikenakan biaya
yang lebih murah jika pemangunan los dan kios dilakukan sendiri oleh pedagang
Pasar Badung sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak PD Pasar Kota
Denpasar. dengan adanya solusi tersebut maka kendala yang dihadapi dapat
dipecahkan bila dana swadaya bisa dijalankan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
oleh pihak PD Pasar. Untuk menjalankan rencana tersebut harus adanya koordinasi
lapangan diantara PD Pasar dengan pedagang Pasar Badung, perencanaan dana
swadaya dilakukan secara transparan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan.
5. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dikaji maka
penelitian tentang kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Badung yang berbasis
modern dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah penataan Pasar Badung belum
dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Walikota Denpasar nomor 9 tahun 2009,
kendala penerapan kebijakan ini terletak pada pertama kurang adanya intruksi dari
pemerintah pusat, sehingga pemerintah yang berada dibawah pemerintah pusat belum
mampu menerapkan peraturan Walikota Denpasar tanpa adanya keputusan dari pusat,
kedua pemerintah pusat belum tegas dalam memutuskan penataan Pasar Badung,
ketiga keterhambatan penurunan anggaran yang diberikan sehingga belum mampu
menata dan mengelola Pasar Badung keempat kurangnya koordinasi yang dilakukan
diantara PD Pasar dengan pihak Walikota terkait penataan Pasar Badung kelima
kurangnya koordinasi yang dilakukan diantara pihak PD Pasar dengan pedagang
Pasar Badung terkait iuran ataupun biaya sewa tempat berjualan. Dengan adanya
keterhambatan tersebut perencanaan dan penataan Pasar Badung belum dapat
dilakukan dengan segara, harus adanya proses yang bertahap dalam menjalankan
perencanaan penataan Pasar Badung agr mampu menjadikan Pasar Tradisional
Badung menjadi Pasar tradisional yang berbasis modern.
6. Rekomendasi
Dari kesimpulan penelitian tentang kebijakan penataan dan pengelolaan pasar
tradisional yang berbasis modern dapat direkomendasikan bahwa implementasi
kebijakan harus di pahami oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sehingga
peraturan yang sudah lama dibuat dapat dilaksanakan secara cepat tanpa menunggu
keputusan yang lama, sehingga penataan Pasar Badung dapat dilakukan dengan
segera agar terjadinya keseimbangan diantara pasar tradisional dengan pasar modern,
dan Pasar Badung mampu bersaing dengan Pasar Modern.
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